







A. Latar Belakang 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan 
pengertian  cita-cita bangsa Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa dan 
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut 
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, 
dan keadilan sosial. Kesejahteraan harus dapat dinikmati oleh seluruh lapisan 
masyarakat.
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Kesehatan salah satu unsur kesejahteraan umum yang harus diwujudkan 
melalui upaya kesehatan dalam rangka pembangunan kesehatan secara menyeluruh 
yang didukung oleh sistem kesehatan nasional. Kesehatan merupakan Hak Asasi 
Manusia (HAM) “bahwa setiap manusia berhak atas kesehatan dan negara 
berkewajiban untuk memenuhi hak itu”. Hak ataskesehatan merupakan kebutuhan 
bagi setiap warga negara Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 34 ayat (3) berbunyi “Negara bertanggung jawab 
atas penyediaan pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”. 
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 4 berbunyi “setiap 
orang berhak atas kesehatan”.  
Untuk itu pemerintah melalui Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) 
diharapkan dapat memenuhi kebutuhan atas ketersediaan air minum bagi warga 
negara namun demikian keberadaan Perusahaan Daerah Air Minum(PDAM) belum 






dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada warga negara karena belum 
dapat memberikan kualitas air dengan standar kualitas air minum. Hal ini 
sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 
492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum Pasal 2 
berbunyi “setiap penyelenggaraan air minum wajib menjamin air minum yang 
diproduksinya aman bagi kesehatan”. Dan Peraturan Menteri Kesehatan No 
416/Menkes/Per/IX/1990 tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas Airsesuai 
Pasal 2 ayat (1) berbunyi “ kualitas air harus memenuhi syarat kesehatan yang 
meliputi persyaratan mikrobiologi, Fisika, kimia, dan radioaktif”. Hal ini dapat 
dibuktikan dari hasil uji laboratorium yang dilakukan dinas kesehatan dibawah 
kementerian kesehatan terhadap air yang dikonsumsi oleh masyarakat atas jasa 
pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum(PDAM), bahwa air yang diproduksi dan 
dijual kepada masyarakat dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) standar air 
minum. Situasi ini akan berkembang pada saat warga negara atas ketersediaan air 
minum mengharuskan untuk dapat dipenuhi, disisi lain pemerintah melalui PDAM 
didalam melaksanakankewajibannya dalam pemenuhan atas ketersediaan air minum 
bagi warga negara mengalami permasalahan yang sangat komplek: 
1. Untuk dapat memenuhi standar kualitas air minum Perusahaan Daerah Air Minum 
(PDAM) memerlukan biaya investasi yang sangat besar, sedangkan Perusahaan 
Daerah Air Minum (PDAM), Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat belum 
mempunyai kemampuan untuk itu. 
2. Bila biaya investasi dapat dipenuhi oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) 
maupun Pemerintah maka di dalam pengelolaannya memerlukan biaya Operasional 
yang sangat besar, sehingga berdampak pada harga jual kepada masyarakat 
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menjadi tinggi, melihat dari hal tersebut timbul kekhawatiran ketidak terjangkauan 
daya beli oleh masyarakat. 
3. Adanya peraturan mengenai pengenaan tarif PDAM yang tidak boleh lebih 4% dari 
pendapatan rata-rata  masyarakat hal ini sesuai dengan Permendagri Nomor 23 
Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum 
Pada Perusahaan Daerah Air Minum menjadikan hal yang sangat penting untuk 
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dalam memberlakukan tarif air minum 
Maka dari itu air merupakan kebutuhan dasar manusia yang senantiasa harus 
tersedia dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk konsumsi, mencuci maupun 
kebutuhan mandi. Tersedianya air bersih sangat diharapkan masyarakat untuk 
menunjang aktivitas kehidupan sehari-hari yang tidak dapat terlepas dari kebutuhan 
air. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat dapat menggunakan air yang 
bersumber dari sumur dan jasa pelayanan Perusahaan Air Minum (PDAM) yang ada 
di berbagai daerah. Keberadaan PDAM di berbagai daerah merupakan perusahaan 
pemerintah yang pengelolaannya dibawah tanggung jawab pemerintah daerah yang 
diharapkan dapat melayani masyarakat, namun pada kenyataannya tidak semua 
organisasi pemerintah yang bergerak dalam bidang jasa layanan air minum dapat 
memenuhi kebutuhan air bersih sesuai dengan yang diharapkan masyarakat.
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Keberadaan Perusahaan Daerah Air Minum Daerah (PDAM) diharapkan dapat 
memberikan kualitas air yang aman bagi kesehatan masyarakat karena kesehatan 
merupakan Hak Asasi Manusia (HAM). Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) 
dituntut untuk dapat melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam meningkatkan 
kualitas pelayanan air minum yang menjadi kebutuhan bagi masyarakat.
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itu pengelolaan air dapat dilimpahkan kepada instansi-instansi Pemerintah, baik 
pusatmaupun Daerah di jelaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 
tentang Pengairan dalam Pasal 4 berbunyi: 
Wewenang Pemerintah sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Undang-Undang 
ini, dapat dilimpahkan kepada instansi-instansi Pemerintah, baik Pusat 
Maupun Daerah atau badan-badan hukum tertentu yag syarat-syarat dan cara-
cara diatur dengan Peraturan Pemerintah.  
 
Undang-Undang Nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan dalam Pasal 11 ayat 
(1)  berbunyi: 
Pengusahaan air dan atau sumber-sumber air yang ditujukan untuk 
meningkatkan kemanfaatannya bagi kesejahteraan Rakyat pada dasarnya 
dilakukan oleh Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah. 
 
Pasal 12 berbunyi: 
Guna menjamin kelestarian fungsi dari bangunan-bangunan pengairan untuk 
menjaga tata pengairan dan tata air yang baik, perlu dilakukan kegiatan-
kegiatan eksploitasi dan pemeliharaan serta perbaikan-perbaikan bangunan- 
bangunan pengairan tersebut dengan ketentuan :  
a. Bagi bangunan-bangunan pengairan yang ditujukan untuk 
memberikan manfaat langsung kepada sesuatu kelompok 
masyarakat dilakukan dengan mengikut sertakan masyarakat, baik 
yang berbentuk Badan Hukum, Badan Sosial maupun perorangan, 
yang memperoleh manfaat langsung dari adanya bangunan-
bangunan tersebut, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Pemerintah. 
b. Bagi bangunan-bangunan pengairan yang ditujukan untuk 
kesejahteraan dan keselamatan umum pada dasarnya dilakukan oleh 
Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah. 
 
Pasal 13 berbunyi: 
(1) Air, sumber-sumber air beserta bangunan-bangunan pengairan harus 
dilindungi serta diamankan, dipertahankan dan dijaga kelestariannya, 
supaya dapat memenuhi fungsinya sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 
Undang-undang ini, dengan jalan: 
a. Melakukan usaha-usaha penyelamatan tanah dan air; 
b. Melakukan pengamanan dan pengendalian daya rusak air terhadap 
sumbersumbernya dan daerah sekitarnya; 
c. Melakukan pencegahan terhadap terjadinya pengotoran air, yang 
dapat merugikan penggunaan serta lingkungannya; 
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d. Melakukan pengamanan dan perlindungan terhadap bangunan-
bangunan pengairan, sehingga tetap berfungsi sebagaimana 
mestinya. 
(2) Pelaksanaan ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan 
Pemerintah. 
Air dan kesehatan merupakan dua hal yang saling berhubungan. Kualitas air 
yang dikonsumsi masyarakat dapat menentukan derajat kesehatan masyarakat. Selain 
bermanfaat bagi manusia air merupakan media sarang dan penularan penyakit 
berbahaya bagi manusia. Air kotor merupakan tempat yang nyaman untuk 
berkembang biak berbagai bakteri dan virus penyebab penyakit. Bibit penyakit 




Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian 
dengan judul Hak Kesehatan Warga Negara Berdasarkan Permenkes Nomor 
492/Menkes/PER/IV/2010 atas Ketersediaan Air Minum oleh Pemerintah Melalui 
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 Jana Alamsyah, 2007, Alat Penjernih Air untuk Rumah Tangga, Jakarta: Kawan Pustaka, hal 1. 
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B. Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam 
penelitian ini adalah: 
1. Bagaimana peraturan tentang ketersediaan air minum dalam rangka pemenuhan 
hak kesehatan warga negara dalam ketersediaan air minum? 
2. Bagaimana pelaksanaan atas hak kesehatan warga negara dalam ketersediaan air 
minum? 
3. Apa saja Faktor yang mendukung dan faktor yang menghambat? 
C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui / mendiskripsikanperaturan tentang ketersediaan air minum 
dalam rangka pemenuhan hak kesehatan warga negara dalam ketersediaan air 
minum. 
2. Untuk mengetahui / mendiskripsikanpelaksanaan atas hak kesehatan warga negara 
dalam ketersediaan air minum. 
3. Untuk mengetahui / mendiskripsikan faktor pendukung dan faktor yang 
menghambat. 
D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Praktis 
a. Bagi pembuat kebijakan dalam hal ini Pemerintah 








b. Bagi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) 
Sebagai evaluasi dalam meningkatkan kualitas dalam peningkatan kualitas air 
minum.  
2. Manfaat akademis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, teori 
dan konsep peningkatan mutu pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) 
kepada konsumen dengan terpenuhinya Hak Kesehatan Warga Negara 
Berdasarkan Permenkes Nomor 492/Menkes/PER/IV/2010 atas Ketersediaan Air 




































Gbr. 1.1 Kerangka Konsep 
 
 
1. UUD 1945 Pasal 34 ayat (3) 
perubahan ke IV. 
2. Undang-Undang Nomr 36 
Tahun 2009 tentang 
Kesehatan Pasal 4. 
3. Undang-Undang Nomor 11 
Tahhun 1974 tentang 
Pengairan. 
4. PERMENKES No. 
492/MENKES/PER/IV/2010 
tentang persyaratan Kualitas 
Air minum Pasal 2. 
5. Permendagri No 2 Tahun 
2007 tentang Organ 
Pengawasan Perusahaan 
air minum. 
6. Pemendagri No 71 Tahun 
2016 tentang Perhitungan 
dan Penetapan Tarif Air 
Minum. 
7. Permenkes No 
416/Menkes/Per/IX/1990 
tentang Syarat-Syarat dan 
Pengawasan Kualitas Air. 
8. Peraturan Daerah sesuai 
dengan wilayah penelitian. 







Teori Hukum : 
Perlindungan, Pengawasan, 
Wewenang. 
Filsafat Hukum : 
 
Apa dasar hukumnya ? 
Bagaimana pelaksanaan hukumnya ? 


























Gbr. 1.2 Kerangka Teori 
 
Pasal 4 Undang-Undang Nomr 
36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan 
Undang-Undang Nomor 11 




tentang persyaratan Kualitas Air 
minum Pasal 2. 
 
Permendagri No 2 Tahun 
2007 tentang Organ 





tentang Syarat-Syarat dan 
Pengawasan Kualitas Air. 
 
Pemendagri No 71 Tahun 2016 
tentang Perhitungan dan 
Penetapan Tarif Air Minum 
Hak Warga Negara 
Atas Pemenuhan Kebutuhan Air 
Minum 
Faktor Penghambat 
Implementasi ketersediaan Air Minum oleh Pemerintah Melalui Perusahaan 
Daerah Air Minum 
Faktor Pendukung 
Peraturan Daerah 
Pasal 34 ayat (3)  
Undang-Undang Dasar 1945 
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G. Metode Penelitian 
1. Metode Pendekatan 
Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis yaitu 
cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan 
meneliti sifat hukum yang nyata sesuai dengan kenyataan hidup dalam 
masyarakat.
5
 Faktor yuridisnya adalah seperangkat peraturan yang berhubungan 
dengan Permenkes Nomor 492/Menkes/PER/IV/2010 tentang Persyaratan 
Kualitas Air Minum. Faktor sosiologisnya adalah Hak Kesehatan Warga Negara 
Berdasarkan Permenkes Nomor 492/Menkes/PER/IV/2010 atas Ketersediaan Air 
Minum oleh Pemerintah Melalui Perusahaan Daerah Air Minum. 
2. Spesifikasi Penelitian 
Dalam penelitian ini, spesifikasi penelitian yang dipilih penelitain yang 
bersifat deskriptif analitis yaitu bertujuan untuk mendeskripsikan secara 
sistematis, factual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, 
mengenai sifat-sifat; karakteristik-karakteristik atau faktor-faktor tertentu.
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Kemudian dianalsis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait 
dengan obyek penelitian yaitu tentang Hak Kesehatan. 
3. Lokasi Penelitian 
Penelitianini dilakukan di wilayah Kota Madya Tegal, Kabupaten Tegal, dan 
Kabupaten Brebes. 
4. Jenis Data 
Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data primer dan data 
skunder. 
                                                          
5
Riduwan, 2008,Metode dan Teknik Menyusun Tesis, Bandung, Alfabeta. Hal 5. 
6
Bambang Sunggono, 2007, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rajagrafindo Persada. Hal 35. 
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a. Data Primer  
Data primer adalah data yang diperoleh dari masyarakat.
7
 Yaitu dengan 
melakukan wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan atau 
kuesioner. 
b. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang didapat dari berbagai literatur atau 
pustaka yang berkaitan dengan yang akan diteliti,
8




Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah: 
1) Bahan Hukum Primer 
Bahan hukum primer adalah hukum yang mengikat, yaitu undang-
undangyang berkaitan dengan hak kesehatan terhadap ketersediaan air 
miunum terdiri dari: 
a) Undang-Undnag Dasar Negara Republik Indonesia 1945. 
b) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 
c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan 
d) Permendagri No 2 Tahun 2007 tentang Organ Pengawasan Perusahaan 
air minum. 
e) Pemendagri No 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan 
Tarif Air Minum. 
f) Permenkes No 416/Menkes/Per/IX/1990 tentang Syarat-Syarat dan 
Pengawasan Kualitas Air. 
                                                          
7
Ronny Hanitijo Soemitro, 1998, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia Indonesia. Hal 52.  
8
Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris cetakan I, 
Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal 156. 
9
Rianto Adi, 2005, Metode Penelitian Sosial dan Hukum, Jakarta: Granit. Hal 57. 
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g) PERMENKES No 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan 
Kualitas Air Minum. 
h) Peraturan Daerah sesuai dengan wilayah penelitian. 
2) Bahan Hukum Sekunder 
Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya 
dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu menganalisis dan 
memahami bahan hukum primer primer adalah rancangan peraturan-
peraturan perundang-undangan, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil-hsil 
penelitian,
10
 buku, teks, surat kabar, pamphlet, leaflet, brosur, dan berita 
internet. 
Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan adalah hasil 
penelitian, buku-buku teks, hasil laboraturium dan berita internet.
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3) Bahan Hukum Tersier 
Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi kejelasan 
terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder terdiri dari: 
a) Kamus hukum 
b) Kamus lainnya yang menyangkut penelitian. 
5. Metode Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang dilakukan adalah: 
a. Studi Lapangan 
Studi lapangan adalah cara mengumpulkan data yang bertujuan untuk 
memperoleh data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari 
                                                          
10
Ronny Hanitijo Soemitro, op. cit.,hal. 52 
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 Adapun alat yang digunakan untuk memperoleh data primer 
melalui wawancara dengan menggunakan kuesioner. 
1) Wawancara 
Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi.
13
 
Komunikasi tersebut dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. 
Secara langsumg pewawancara berhadapan langsung dengan responden 
untuk menanyakan secara lisan hal apa saja yang diinginkan. 
Dalam penelitian langsung wawancara dilakukan kepada Pejabat 
perusahaan daerah air minum seperti direktur, di Kota Madya Tegal, 
Kabupaten Tegal, Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Brebes. 
 
b. Studi Kepustakaan 
Studi kepustakaan adalah digunakan dengan cara mengumpulkan data 
bertujuan untuk memperoleh data sekunder. Data yang diperoleh melalui 
bahan-bahan kepustakaan.
14
 Dalam penelitian ini menggunakan peraturan 
perundang-undangan yang berkaitan dengan Hak Kesehatan Warga Negara 
Berdasarkan Permenkes Nomor 492/Menkes/PER/IV/2010 atas Ketersediaan 
Air Minum oleh Pemerintah melalui Perusahaan Daerah Air Minum. 
6. Metode Analisa Data 
Analisa data merupakan kegiatan melakukan kajian terhadap pengolahan data 
yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya.
15
 Metode yang 
digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif 
yaitu metode dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat teratur, runtut, logis 
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Ronny Hanitijo Soemitro, op. cit.,hal. 52 
13
Ibid., hal 57 
14
Ronny Hanitijo Soemitro, op., cit, hal. 52. 
15
Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, op.,cit., hal. 183. 
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dan tidak tumpang tindih. Sehingga mempermudah peneliti dalam 
menginterprestasikan data dan pemahaman hasil analisis. 
H. Rencana Penyajian Tesis 
Penyajian tesis dalam penelitian ini akan diuraikan dalam suatu rancangan 
sistematika penulisan tesis secara naratif, sehingga penulis mendapatkan gambaran 
apa yang akan ditulis bila penelitian ini telah dilakukan. 
Hasil penelitian tesis ini terdiri dari IV bab, sistematika penulisan tersusun sebagai 
berikut: 
Bab I terdiri dari pendahuluan menguraikan gambaran secara umum materi 
yang akan dibahas, meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan 
penelitian manfaat penelitian, metode penelitian, dan rencana penyajian tesis. 
Bab II berisi tinjuan pustaka dan berisi teori-teori. 
Bab III akan berisi tentang pembahasan dan hasil penelitian pada bab ini akan 
menguraikan tentang  Hak Kesehatan Warga Negara Berdasarkan Permenkes Nomor 
492/Menkes/PER/IV/2010 atas Ketersediaan Air Minum oleh Pemerintah Melalui 
Perusahaan Daerah Air Minum 
Bab IV penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. 
 
 
 
 
 
 
 
